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PENDAHULUAN

i emilik lain, itu disebut peralihan
arti_peWarisan atau dialihkan dalam arti jual

A. Latar Belakang

Jika hak atas tanah
hak atas tanah. Ini

beli, tukar menukar;

Tukathbhdkerladaibr jdots Adndnitvialdds(iadal mana pembeli
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Dalam tukar menukar, pihak yang memiliki hak atas tanah menyerahkan tanahnya

kepada pihak lain untuk ditukar dengan tanah atau barang lainnya. Ini mirip dengan

jual-beli, di mana pihak yang memiliki hak atas tanah menyerahkan tanahnya untuk

1 M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23.
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selamanya dan menerima tanah atau barang lain dari pihak lain. Oleh karena itu,

tidak hanya perjanjian.

Penghibahan dan penghibahaan tanah juga dilakukan di hadapan PPAT dengan akta
hibah, yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota

setempat untuk mend

Hibah-wasiat b an hibah !rena hibah-wasiat adalah suatu

ang memberi itu meninggal dunia.

Pemberitahuan dapat ditarik kemba jbatalkan selama penerima masih hidup.

Muhammadami i akan bahwa kehendak y@likdisengaja atas

dang tanah i anah (g &0 ini
ksakan ole ) E abut afa
sionalisasika ) . < | hi persyarat

ngan huku

be beberapa p
pers gtas tanah, | at dilakukan

perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian yang

sangat ker&d E?ia'éﬂn Rh'anﬁahathiak&MumgmLtlﬂek yang berupa
SUMAFERA & FFARAMEDAN
merupakan perjanjian yang beroeda satu sama iain dan saiing berdiri sendiri, karena
kedua perjanjian tersebut sama-sama merupakan perjanjian pokok. Pengertian
utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan

ditentukan di dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdata, dalam Pasal 1754

2 Muhammad Yamin Lubis,. Hukum Pendaftaran Tanah. (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 27.
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KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam
adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang
lain suatu jumlah terntentu barangbarang yang menghabis karena pemakaian,
dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah
yang sama dari macam dan keadaan“yang sama pula. Perjanjian jual beli merupakan

salah satu dari beberapa iperalihan Hak atas tanah, perjanjian jual beli tanah juga
iy

» Perjanjian utang piutang merupakan

kélangan masyarakat, terutama terkait obyek

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama

pula,,;UHlVI;' RSITAS ISLAM NEGERI

hukum bagi peminjam agar dapat memberikan jaminan kepastian bagi

2 Muhammad Yamin Lubis,. Hukum Pendaftaran Tanah. (Bandung: Mandar Maju, 2008),
hal. 27.

3 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013), hal. 9.



pengembalian pinjaman tersebut. Dalam jaminan dikenal adanya jaminan umum

dan jaminan khusus.

Jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul

dari undang-undan ngaturan jaminan umum terdapat dalam Pasal 1131 dan

?H Perdata menyebutkan: “Segala
ergerak milik debitur, baik yang sudah ada

n untuk perikatan-perikatan perorangan

1132 KUH Perdata.
barang-barang
maupun yang akanada,/men

debitur tersebut”.*

seluruh harta debitur.
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Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan: “Kebendaan tersebut menjadi
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pendapatan penjualan bendabenda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya,

yakni menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara

4Subekti. R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. PRADNYA PARAMITA,
2001), hal. 291.



para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.® Dalam hal
ini benda yang dapat dijadikan jaminan umum adalah benda yang bersifat

ekonomis atau benda yang dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

Jaminan khusu lah jaminan utang yang sifatnya kontraktual, yakni yang

i ?s ditujukan terhadap bendabenda
. daminan khusus ditujukan terhadap benda-

Gadai (Pasal 1150-1160¢ KUH Per

terbit dari perjanjia

tertentu maupﬁg

benda tertentu maupun, oran

Perdata),” Fig

bahwa kreg

dapat "menjadi pemilik dari obyek jaminan dan apabila diperjanjikan bahwa

kredith tiat Wdminih Sobek fandifh_apabife Bdokede cladfelianii maka janji
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SSubekti. R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,( Jakarta: PT. PRADNYA PARAMITA,
2001), hal. 291.

6Subekti.R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. PRADNYA PARAMITA,
2001), hal. 297-300.

7Subekti. R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,( Jakarta: PT. PRADNYAPARAMITA,
2001), hal. 300-303

8 Subekti. R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. PRADNYA PARAMITA,
2001), hal.462-468.




Pembayaran utang tidak selalu harus dilakukan dengan uang, hal ini karena
pembayaran itu sendiri diartikan sebagai pemenuhan suatu prestasi. Sehingga
apabila debitur ingin membayar utangnya dengan tanah yang dijaminkan, maka

hal tersebut tetap dapat dikatakan sah menurut hukum. Pembayaran tersebut

dilakukan dengan
didasari oleh perj nya yaitd perjanjian utang piutang dengan
jaminan tanah!

di mana novasi yang dilakukan a

sama, namun obyeknya yang berubah.®

Hak-hak

Undang 14TV MRS FIRS 189 AR KK T3eqrpen ates Tanan
SUMATERA UTARA MEDAN
Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), yang terbit pada tanggal 9 April

1966, sebagai realisasi dari Pasal 51 UUPA.°

°Rahayu Sukma Erawati, EI Rahman Taufig, S.H., M.Hum, Utang Piutang Yang
Pembayarannya Diperjanjikan Dengan Sebidang Tanah (Studi Kasus Jual Beli Tanah Di Desa
Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap), 2016.

10 Mariam Darus Badrulzaman, Serial Hukum Perdata Buku Kedua Kompilasi Hukum
Jaminan, Cetakan ke-2, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009, hal. 9.
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Hak Tanggungan merupakan suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan
hak mendahului, berupa objek atau jaminan yaitu hak-hak atas tanah yang diatur
dalam UUPA! Subjek Hukum Hak Tanggungan pada Pasal 8 dan 9 UUHT vyaitu

mereka yang mengikatkan diri“dalam perjanjian jaminan Hak Tanggungan,

dalam hal ini terdir

di dalam Pasal 5 @ as tanah#yang dapat dijadikan jaminan utang

) tetap meru

dengan tanah

PeIaJiB‘éI’I Tfél Heéi laﬁdhhehﬁtb%kﬂh&[n&lual juga dapat

SUMATFERA U TARA-MEDIAM

Otentik yang dibuat oleh Notaris. Pembeli dikemudian hari dapat menjual

11 Hasan Basri Pane, Makalah Implementasi Hak Tanggungan menurut Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996, 20 Mei 1996, hal. 13.

12 Indonesia, Undang-Undang Hak Tanggungan, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun
1996, TLN No. 3632, Ps. 6.

13 Daeng Naja H.R., Hukum Kredit dan Bank Garansi, Cetakan ke-1, (Bandung : P.T. Citra
Aditya Bakti, 2005), hal. 257.



kepada pihak lain dengan tanpa memerlukan bantuan hukum penjual atau dalam
hal ini digunakan untuk menjual kepada dirinya pembeli sendiri guna

kepentingan peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut.

Pemberian ke an Kuasa Menjual seperti di atas telah menyebabkan

sebagdl “suatu persetujuan seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain

sebagaUMli%ﬁ%ddeal&lnw Mﬁlﬁan untuk dapat

SUMAT ERA-UTARA MEDAN

Dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata
maka sifat dari pemberian kuasa adalah “mewakilkan” atau “perwakilan”,

“Mewakilkan” disini maksudnya pemberi kuasa mewakilkan kepada si

14 prof. H. Subekti, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya
Paramita, 2001, hal. 457.



penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan kepentingan si pemberi
kuasa. Adapun arti kata “atas nama” yang dimaksud pasal ini adalah sipenerima
kuasa berbuat atau bertindak mewakili si pemberi kuasa.’® Adapun dengan cara

jual beli, jual beli tersebut dapat‘dikuasakan kepada orang lain apabila ada akta

kuasa menjual.

Alasan dibu

memberikan kekuasaan kep

ain untuk

etapkan ke

menjual pra

Kedmanan Transaksi: Dengan adanya akta kuasa menjual, pihak yang

berl‘ebh“wb’gl[; Hehklas[ﬁ berlﬁhll, a‘\iépit MMIJIII. Rel/akinan bahwa

SUMALERA I ARA-MEDAN

15M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hal. 306.

16 Muhammad Eddo Afrian. “Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
Kredit Macet Di Kecamtan Sukajadi Kota Pekanbaru”, Istilah: Jurnal Fakultas Hukum, 3, 2, (Oktober
2016):hal. 2-3



4. Perlindungan Hukum: Dalam beberapa yurisdiksi, transaksi jual beli properti
atau benda tertentu mungkin memerlukan adanya dokumen resmi seperti akta
kuasa menjual untuk diakui secara hukum.

5. Pengaturan Kepentingan: Akta kuasa menjual dapat digunakan untuk

dan B, dalam peij
ang, lalu dib

priaku akta

Akta Pengakuan Utang dan Akta Kuasa Menjual Terhadap peralihan

combBUVERSFTAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Rumusan Masalah

17 Kusmayanti, H. Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan
Hukum Acara Perdata Dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat. Jurnal Bina Mulia
Hukum, 1(1), 2016, hal. 26-35.
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Berdasarkan pemaparan latar belakang dengan uraian di atas maka peneliti
memfokuskan permasalahan yang akan diidentifikasikan kedalam beberapa
rumusan masalah yang mana dengan ini nantinya akan memberikan 1. pada

peniliti untuk mengindentifikasi rtumusan masalah tersebut yang antara lain

tl@e:_élihan ; atas tanah sebagai objek jaminan

hak atas tanah berdasarkan akta

sebagai berikut:

1. Bagaimal

utang?

2. Bagaimana prasedur pe

pengakuan utang dan akta kuasa menjual?

. Untuk mengetahui_ketentuan iJerallhan hak_atas tanah sebagai ojek
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pengakuan utang dan akta kuasa menjual?
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum akta pengakuan utang dan akta

kuasa menjual terhadap peralihan kepemilikan hak atas tanah.

11



D. Manfaat Penelitian
Jika pada tujuan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka tentunya
penelitian ini juga diharapkan agar dapat memiliki nilai manfaat baik itu secara
teoritis maupun secara praktis yang antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teori

Untuk menam/@h pe e‘tahuan is di bidang hukum dan sekaligus sebagai

<

um Uhjversitas Islam Negeri Sumatera Utara .

sumbangan ide bagi pihak yang memerlukan, terutama lingkungan

Fakultas

b. Secara Praktis

ikir dinamis

Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola

bahasan

Universitas

an Fransis
(2018), “Analisis Mengenai Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Atas Tanah Yang Diikuti Kuasa Menjual”. Jenis Penelitian yang digunakan
SUMALERALLTARA MEDAN
ini adalah utang piutang lazim dilakukan oleh masyarakat untuk
memperoleh dana yang digunakan sebagai model usaha. Bank sebagai

Lembaga memberikan fasilitas tersebut. Namunh al itu tidak menutup
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adanya praktek utang piutang dari orang perorangan yang dilandasi dengan
Akta Pengakuan utang. Akta Pengakuan utang lazim dikuatkan dengan
adanya penjaminan hak atas tanah yang kemudian diikuti dengan kuasa

menjual. Hal tersebut dilakukan sebagai pegangan bagi Kreditur atas

ng gagal bayarBaik Akta Pegakuan utang maupun surat
! @;erjanjia ang akan dibuat berdasarkan asas

pengembalian

kuasa menju

Akta Pe

Jaminan

membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian.
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c. Penelitian Rosa Lianda Islami, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
SUMALERA UTARAMEDAN

Utang Dalam Peralihan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah”. Jenis
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil

Penelitian ini adalah kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang
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memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas
Namanya melakukan perbuatan hukum. Adapun putusan yang dikaji dalam
peneletia ini adalah putusan nomor: 69/Pdt. G/2018/PN.Bna dan putusan
nomor: 70/Pdt/2017/PT.BDG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

qﬁ kuasa menjual sebagai jaminan
alihan emilikan hak atas tanah dengan

mengung an_apak Kta kligsa menjual sebagai jaminan pelunasan

akibat hukum

pelunasan ut

ana hukum

peraturan p

undangan aw in books) atau dlkonse kan seba%au kaidah atau norma yang

UNI ERSITAS ISLA GERI

merupak Eatokan berprilaku manusia yang diang ap antas
SU [; Am f la

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.®

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 45.
19 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hal.
35.
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Berdasarkan definisi tersebut, maka penelitian yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti
menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk

menganalisis kasus, dan peneliti tidak melakukan penelitian lapangan.

PenZ ndan;undangan (Statuta Appraoch), yaitu
penelitian meng '

han hukum berupa peraturan perundang-
undangan sebagai bahan acu

r penelitian ini, yaitu Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KitajgsJndang-Undang

P ¢

memberi

3. Sumber Bahan Huk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
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bahan hukum Pustaka atau Data Skunder sebagai berikut:
a. Pada sumber bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,
diantaranya berbagai peraturan perundang- undangan. Dalam penelitian ini

peraturan perundang- undangan yang digunakan, antara lain: Kitab Undang-

15



Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan.

b. Sedangkan untuk bahan Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

berbagai keterangan maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer.?

an internet.

dakan studi

catatan-catatan, dan Iai)oran aporan yang terkait den an masalah yang
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

dlhadgjl_ Dalam penelitian_ini, akan diteliti data sekunder. Dengan

g&ila a ia

ini, yaitu studi kepustakaan. Data skunder adalah data yang diperoleh

melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literature,

20 |pid, h.37.
21 Nazir M., Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 111.
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peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada kegiatan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu

berbagai

terkait isu hukum yang tengah dihadapi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
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Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka

penulis perlu menyampaikan sistematika pembahasan yang digunakan.

22 |bid, h.54.

23 Kadir Abdul, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2014), hal.50.
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Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat
sebagai berikut:

Bab Satu adalah bagian pendahuluan yang memuat beberapa

deskripsi, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika

a adalah ?gi kan memuat tentang ketentuan
peralihan haz @ai obje:; inan utang, dengan sub bahasan
perali Kk atas

tanah sebagai objek jaminan utang.

Pembahasan. Bab

ilik atas tanah, objek jaminan utang,

ketentuan peralihan hak atas

ang, kuasa,

RN ITAS ISTA REC )

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan kedua adalah saran,

yang memuat saran sebagai pemecahan terhadap kedua permasalahn tersebut

seperlunya.
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